Kerja sama makroekonomi G20 dalam mendukung
Framework for Strong, Sustainable and Balanced Growth

Syurkani Ishak Kasim dan Regina Patricia M boeik®

Pendahuluan

Kepemimpinan Meksiko dalam proses kerja sama Glabnsetahun 2012 didominasi
oleh situasi perekonomian global yang memburuk akipermasalahan krisis utang
pemerintah di kawasan Euro yang belum menunjukkeyal ke arah pemulihan yang jelas.
Keadaan ini diperparah oleh meningkatnya tekandmdap pasar keuangan global yang
sebagian besar adalah konsekuensi dari meningk&®g@masan para investor terhadap
kemungkinan terjadinya risikdefault di negara-negara anggota kawasan Euro. Disamping
itu beban utang negara maju dan melemahnya perttanbsemakin menunjukkan arah
perekonomian global ke depan yang suram. Konsekugrabila kemungkinan terjadinya
krisis yang parah adalah dampaknya kepada penurimgkat permintaan dalam jumlah

yang besar dan dalam waktu yang lama (Romer, 2012)

Lebih jauh, situasi ekonomi global juga dihadapk@apada meningkatnya risiko
geopolitik yang semakin meningkatkan tingketlatilitas harga komoditas pertanian dan
energi (International Monetary Fund, 2012). Disamgpitu risiko geopolitik ini juga dapat
mengancam kestabilan pemerintahan global (Worlch&tic Forum, 2012). Hal ini sudah
terlihat dari pergantian pimpinan di beberapa regarggota kawasan Euro, dimana hasil
pemilu terakhir memberikan ruang kepada pembentyk@merintahan baru (contohnya,
Yunani, Perancis, dan Italia). Selain itu, terdajgaitda-tanda bahwa telah terjagillover
dari krisis di Eropa yang mulai dirasakan di befattania lain, khususnya aimerging

mar ket economies, diantaranya terganggunya aktivitas ekspor kenaegegara maju.

Salah satu contohnya Republik Rakyat Tiongkok (RRI®ngalami perlambatan
pertumbuhan terutama di sektor manufaktur yangilolidkan oleh tingginya ketergantungan
ekspor RRT yang sangat tinggi ke wilayah Eropa Aarerika Serikat dan berimbas secara
keseluruhan kepada menurunnya tingkat produksiiymbrdi RRT. Dampak paling
signifikan yaitu turunnya proyeksi pertumbuhan ekon RRT menjadi 8% dan memaksa
negara tersebut untuk melakukan program stimuiisrgiational Monetary Fund, 2012).

! Kedua penulis bekerja pada Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Kementerian
Keuangan. Penulis dapat dihubungi lewat email: rpomboeik @fiskal.depkeu.go.id.



Sementara itu G20 sebagai forum premier ekonombaglderus memperkuat
koordinasi di antara negara anggotanya sebagabnmesias ketidakseimbangan global dan
situasi krisis yang terjadi. G20 juga secara beasaama menyepakati respon jangka pendek
terhadap krisis kawasan Euro khususnya mengergkaharrekapitalisasi perbankan, resolusi
terhadap krisis Yunani, dan upaya mencegah pemulaisis ke negara yang lebih besar dan
sistemik. Upaya koordinasi tersebut direfleksikaelatui penguatan mekanismdutual
Assessment Process (MAP) melalui Framework Working Group. Hal ini penting karena
terjadi asimetri di antara anggota kawasan Eur@ndamelaksanakan komitmen terkait

perbaikan strukturalnya.

Oleh karena itu penguatan kerja sama makroekono®@R@ menjadi sangat krusial
dan untuk ini G20 menetapkan berbagai mekanismgkunelaksanakan proses kerja sama
di bidang makroekonomi tersebut, dengan tujuanratdpada pencapaian sebuah kerangka
pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkesinambunganbéaimbang the Framework for
Srong, Sustainable and Balanced Growth - FSSBG). Proses koordinasi yang dilakukan oleh

G20 tersebut dijabarkan secara lebih lengkap dplmbahasan-pembahasan berikut.

Framework for growth

Framework Working Group (FWG) merupakan kelompok kerja yang telah dibentuk
oleh para pemimpin G20 sebagai jangkar dari selltebepakatan G20 dan sebagai
mekanisme untuk memfokuskan berbagai isu yang dialdi G20 serta untuk
menyampaikan pesan yang koheren dan komprehensidkepublik mengenai bagaimana
G20 berkontribusi pada ekonomi global. Pelaksard&i® ini ditetapkan pada level deputi
keuangan, dimana pada awal tahun Keketuaan untakjsmya dilakukan pembahasan
dalam rangka perumusan rekomendasi kepada meetgingan dan gubernur bank sentral

dan pada puncaknya menjadi ketetapan pada tingkal& pemerintahan.

Mekanisme kerja FWG saat ini masih diarahkan umhéncapai tujuan bersama
Framework for Strong, Sustainable and Balanced Growth (Framework for Growth) yang
telah disepakati oleh seluruh negara anggota G2&md&onferensi Tingkat Tinggi di
Pittsburgh, Amerika Serikat pada tahun 2009 yangjade refleksi atas dorongan untuk
melaksanakan reformasi secara menyeluruh dalamkaangengatasi krisis ekonomi dan
keuangan yang terjadi pada tahun 2007/2008. Lehih keberadaan kerangka kerja sama
untuk penguatan fondasi pertumbuhan ini juga didaguuntuk menata kembali fondasi



pertumbuhan yang kuat guna mencegah terjadinya &erkiisis keuangan global di masa

mendatang.
Dalam inisiatif Framework, terdapat beberapa kekarigrja yaitu:

a) Mutual Assessment Process (MAP) yang merupakan proses peer review dan sharin
kebijakan terkait komitmen untuk melakukan berbagabijakan yang dapat
diperhitungkan dampak atau hasilnya dalam waktu dat tahun ke depan. Dalam
MAP ini juga dimuat proyeksi ekonomi domestik angg&20 untuk mencapai tujuan
Framework, dimana dalam hal ini dilakukagstountability assessment atas komitmen
masing-masing negara anggota dari tahun ke tahun;

b) Penyusunamaseline projection ekonomi global yang menjadi indikator keberhasilan
koordinasi kebijakan ekonomi G20 secara kelompoklaid hal ini dilakukan
assessment oleh IMF untuk seluruh negara anggot WwRuk melihat kinerja
ekonomi G20 dalam melaksanakan komitmen untuk penaa Framework;

c) External Sustainability Assessment yang merupakan inisiatif spesifik dalam kerangka
Framework yang bertujuan menganalisa kondisi/potekstidakseimbangan
perekonomian (imbalances) dari tujuh negara angG#@ yang dipandang dalam
sistemik dalam konteks perekonomian global ber#asarskala perekonomian

nasionalnya (AS, Inggris, Jerman, Perancis, Jefaimga, India).

Mekanisme koordinasi antar negara anggota G20, yaogra akumulatif memegang
80% volume PDB dunia, telah terbukti efektifitasrsgak dari pelaksanaan KTT G20 di
Washington DC, kemudian dilanjutkan dengan KTT Lamddan Pittsburgh. Terakhir
komitmen negara anggota G20 tersebut diperkuadgserluas menjadi lebih komprehensif
dalam KTT G20 berikutnya di Toronto Kanada.

Mutual Assessment Process (MAP)

Mengingat proses tersebut dilaksanakan melaluigsresaluasi oleh sesama negara
anggota dan dibantu oleh IMF untuk penilaian kmeG20 secara keseluruhan, maka
mekanisme ini disebut juga denghlftutual Assessment Process atau MAP. Melalui MAP,
negara anggota G20 sepakat untuk bekerja secasanm@isama dalam merumuskan
kebijakan yang terkoordinascdordinated policy) guna mencapai sasaran pembangunan

dalam jangka menengah. Dalam melakukan proses Meterlibatan IMF sesuai mandat



adalah dalam hal melakukan analisa apakah kebieébipkan yang dilakukan anggota
G20 telah sesuai dengan sasaran pertumbuhan ekgaoghdisepakati oleh negara anggota
G20 sendiri, baik yang terkait dengan sasaran megaggota secara individual maupun
secara kelompok. Konsistensi komitmen oleh negaggota menjadi sangat penting dalam

rangka pencapaian tujuan bersama tersebut.

Oleh karenanya koordinasi kebijakan ekonomi G20gydiuangkan dalam MAP
dapat dilihat sebagai sebuah momentum dan tekadrear seluruh negara anggota untuk
mendukung percepatan pemulihan ekonomi global dw@a mencapai pertumbuhan
ekonomi yang berkualitas. Hal ini dapat terlihatasa nyata dalam respon G20 sendiri
terhadap krisis global tahun 2008, dimana selurdara anggota G20 secara bersama-sama
dalam usaha-usaha yang terarajon¢erted efforts) berhasil menyepakati komitmen-
komitmen makroekonomi, seperti penyediaan stimfitksl untuk pemulihan pertumbuhan
ekonomi, penerapan instrumen-instrumen moneter kunftenjaga stabilitas harga,
perumusan strategi-strategi untuk menjaga ketahdistal dalam jangka panjang.
Komitmen-komitmen ini juga dikaitkan dengan upaydulk meminimalisir dampak sosial
dari krisis terhadap negara-negara berkembang dam negara-negara miskin, serta
melanjutkan koordinasi kebijakan dalam mengembamgkguan bersama yaitu upaya
pemulihan yang berorientasi pada pertumbuhan yaag kerkesimbungan, dan berimbang
(Strong, Sustainable, and Balanced Growth).

Secara lebih spesifik, dalam penyusunan MAP, seteg@ara anggota menyampaikan
komitmen kebijakan nasionalnya dalam empat bagiaity kebijakan yang terkait fiskal
domestik, kebijakan yang terkait dengan sistim nemeebijakan yang dilakukan dalam
rangka reformasi sektor keuangan, serta kebijaldnijadkan dalam mendukung pelaksanaan
reformasi struktural, khususnya yang mempengarumgdung upaya pencapaian
pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkesinabungan bdmimbang oleh masing-masing
negara anggota G20.

Dalam implementasi MAP selama ini, komitmen yanga# dengan kebijakan fiskal
diarahkan sesuai dengan kondisi masing-masing aejagara anggota G20 yang memiliki
ruang fiskal yang kecil akibat dari tingginya rasiang terhadap PDB dan defisit anggaran
yang relatif cukup besar, maka akan diarahkan kepatcapaian konsolidasi fiskal dalam
jangka menengah. Namun demikian negara tersebuf juhgrus menyampaikan

komitmennya terkait pelaksanaan kebijakan fiskadka pendek agar secara konsisten tidak



menghambat tujuan pencapaian konsolidasi fiskahndajangka menengah dan jangka
panjang. Sementara itu negara yang memiliki ruast@lf yang cukup luas, ditandai dengan
rendahnya rasio utang terhadap total PDB sertaitlafiggaran yang relatif kecil (<3%),

maka kebijakan yang diambil untuk mencapai pertumbhuyang kuat, berkesinambungan
dan berimbang sebagaimana disepakati dalam KTTsbRigh diarahkan untuk

meningkatkan tingkat permintaan domestik serta dahkapat mempertimbangkan untuk
melakukan ekspansi fiskal melalui peningkatan balgmemerintah untuk memberikan

stimulus ekonomi.

Room to ease fiscal and monetary policy*®
Mimimum flexibility=100
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Sumber: The Economist (Januari 2012)

Tabel di bawah menunjukkan penentuan skala prsogng harus dilakukan oleh
masing-masing negara anggota sesuai dengan kdiséadi masing-masing, dimana negara
anggota yang termasuk kategori negara maju dan ateng surplus disarankan untuk
melakukan perbaikan sektor ekonomi domestik meladfiormasi sektor tenaga kerja.
Sementara itu negara emerging yang memiliki surahggaran seperti RRT dan Indonesia
diharapkan melakukan berbagai upaya untuk peniagkg@ermintaan domestik dalam
rangka mencapai keseimbangan perekonomian globamuN demikian seiring
perkembangan perekonomian global, pembagian negelalui kategori sebagaimana

dalam tabel tersebut menjadi tidak tetap. Olelerkanya, G20 menetapkan agar komitmen



oleh negara anggota harus dilihat secara lebihnpatig yang tertuang dalam satu MAP,
dimana berisikan komitmen-komitmen terkait fiskahg akan dicapai dalam satu atau dua

tahun ke depan.
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Rebalancing of demand

Emerging economies .
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Dengan semakin cepatnya perubahan kondisi perekanagtobal diperparah dengan
memburuknya krisis utang pemerintah di kawasan ,Huoeika G20 menyepakati sejak tahun
2011 untuk merumuskan rencana aksi yang lebih tdgaskongkrit yang berisikan poin-
poin dan rekomendasi untuk implementasi komitmemikonen yang sudah disepakati
selama secara lebih tegas oleh seluruh negara tandgalam rencana aksi yang dibuat
disusun secara sistimatis dorongan kepada masisgignanegara anggota untuk mau
melakukan berbagai kebijakan walaupun dalam jamgkalek mungkin akan memberikan
dampak terhadap turunnya prospek pertumbuhan, nasalaam jangka panjang akan

memperbaiki sistim perekonomian global.

Sampai saat ini para pemimpin G20 telah menetagken rencana aksi (Cannes
Action Plan dan Los Cabos Action Plan) yang beaisiknekanisme pelaksanaan komitmen
dan kerja sama makroekonomi antar negara anggofa Gi2amping itu, para Menteri
Keuangand dan Gubernur Bank Sentral G20 juga mekgdpadanya tambahan alat ukur
untuk melihat implementasi komitmen masing-masiegana anggota yang dirankum dalam
Accountability Assessment. Penjelasan masing-masing rencana aksi dan assgssm
disampaikan di bawabh ini.



Cannes Action Plan

Cannes Action Plan, yang dihasilkan pada presid&®0) oleh Perancis tahun
sebelumnya, merupakan upaya G20 untuk mendoron@ranegnggotanya dapat lebih
konsisten dan tegas dalam melaksanakan berbagainkemterkait penguatan posisi fiskal,
moneter, sektor keuangan dan reformasi struktusalgymendukung tujuan pertumbuhan
ekonomi yang lebih berkualitas dalam jangka panj&aignya Cannes Action Plan dilakukan
dalam paruh kedua tahun presidensi Perancis di &#0hal ini dapat dipahami mengingat
gejolak krisis mencapai kulminasi pada semesten&é¢ahun 2011.

Perumusan Cannes Action Plan secara lebih speahifiarnai dengan perlambatan
angka pertumbuhan dan situasi krisis Eropa yanguneak pada hampir penghujung tahun
2011. Di tengah kondisi perekonomian global yangaen memburuk, terutama akibat
belum adanya penyelesaian krisis Eropa yang dignggadibel, G20 mendapatkan tekanan
yang kuat dari masyarakat internasional untuk masitfan kesepakatan berupa respon
jangka pendek untuk membantu kawasan Euro mendaias dan menenangkan kondisi
pasar. Hal ini sesuai dengan tujuan G20 sendiukumemberikan kontribusi positif bagi
perekonomian global secara keseluruhan (Spencé).20leh karenanya Cannes Action Plan
dihasilkan dari kesepakatan negara anggota G2dndalarespon kebutuhan ekonomi dunia
untuk mengatasi tantangan jangka pendek, sekalgemsperkuat fondasi pertumbuhan

dalam jangka menengah.

Dalam action plan tersebut, negara maju berkomitom@nok mengimplementasikan
program konsolidasi fiskal secara lebih ambisiusgdea memperhatikan dampak terhadap
output dalam jangka pendek, serta meningkatkan aupagreformasi sektor keuangan.
Namun secara berimbargmerging markets yang mengalami surplus serta negara maju yang
mengalami defisit (dalarourrent account) berkomitmen untuk mengatasi pola saving jangka
panjang dalam rangkaebalancing global demand dan didukung oleh peningkatan

fleksibilitas nilai tukar.

Sementara itu, dalam memperkuat pemulihan pertuatb@konomi global jangka
menengah, negara G20 berkomitmen untuk mengambbijakan konkrit dalam
mengimplementasikan konsolidasi fiskal, upaya dlobamand rebalancing, reformasi
struktural dalam rangka peningkatan pertumbuhanpggciptaan lapangan kerja, reformasi
sistem keuangan global dan domestik, mendorongagardjan dan investasi terbuka, dan
mendukung langkah-langkah nyata dalam mendorongdag@embangunan. Selain itu,



negara G20 menegaskan kembali komitmennya dalangrgmo reformasi struktural
khususnya terkait peningkatan kualitas tenaga kprigduktivitas dan reformasi pada labor

market.

Dalam Cannes Action Plan, Indonesia diakui sebaggara yang memiliki ketahanan
fiskal yang kuat, sehingga akan membiarlamomatic fiscal stabilizer manakala situasi
ekonomi global semakin memburuk. Indonesia jug&ulisebagai negara yang sedang
melakukan phasing-out subsidi BBM secara graduabae memperhatikan dampak bagi
masyarakat miskin, serta diakui sebagai negara yargmiliki framework untuk

mempercepat pembangunan infrastruktur.

L os Cabos Action Plan

Senada dengan situasi yang menjiwai kesepakatame€aAction Plan, sejak
pelaksanaan KTT Cannes tahun 2011, outlook pertharbuekonomi dunia belum
menunjukkan penguatan sebagaimana diharapkan, namoderung mengarah kepada
terjadinyadownside risk scenario serta didukung tingkat pengangguran yang tetapnggn
Untuk itu, Los Cabos Action Plan disusun untuk merkpat komitmen yang telah
disepakati dalam Cannes Action Plan dengan mengatubali langkah-langkah kebijakan
jangka pendek dalam memitigasiwnside risk tersebut, sekaligus untuk tetap melaksanakan
komitmennya semula dalam mendorong pertumbuhan kaag dan penciptaan lapangan
kerja.

Untuk mencapai kesepakatan atas langkah kebijadag tercermin dalam Los Cabos
Action Plan, negara G20 melewati proses yang diketieh Mexico dan khususnya dimotori
oleh kelompok kerja Framework untuk mengidentifikaambatan-hambatan dalam upaya
mencapai pemulihan atas situasi krisis dan pertiarbbuekonomi global, dengan
mempertimbangkan dan mengevaluasi progress implasikomitmen jangka pendek yang
telah disepakati pada KTT sebelumnya, yaitu Camxat®on Plan, yang hanya berjarak 6
bulan sebelumnya, untuk selanjutnya menyepakatigklm kebijakan yang perlu
ditambahkan guna mengatasi kondisi krisis dan peham pertumbuhan yang terjadi.

Setelah berlangsungnya KTT Cannes, telah disepb#thtva proses dalam kelompok
kerja Framework sepanjang presidensi Mexico akamcereninkarfollow up dari action plan
yang disepakati pada Cannes Summit. Proses Fradediokus pada tiga bidang utama,
yaitu memastikan bahwa komitmen sebelumnya diladsam dan bahwa anggota
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bertanggung jawab untuk melakukannya; memastikhwaagerkembangan ekonomi global
dan risiko yang terkait juga ditentukan, dan baHaregkah-langkah kebijakan perbaikan
diidentifikasi dan dilakukan, serta; mengembangkas Cabos Action Plan berdasarkan
pada Cannes Action Plan, untuk mendorong pemubtkanomi global dan mempromosikan

pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan dan seimbangeénciptaan lapangan kerja.

Los Cabos Action Plan merupakan bentuk kontribu& @&rhadap pemulihan situasi
krisis ekonomi global melalui penguatan langkah ije&hn yang terkoordinasi dan
disepakati untuk secara bersama-sama mencapai gkarapertumbuhan yang Kkuat,
berkelanjutan, dan berimbanigrémework for Srong, Sustainable, and Balanced Growth).
Dalam action plan tersebut diantaranya memuat dysuiG20 atas percepatan penyelesaian
krisis utang pemerintah Eropa dan krisis perbantiakurozone, dan juga menyepakati
serangkaian langkah kebijakan yang terkoordinasi darorientasi jangka pendek dan
menengah, serta dengan mempertimbangkan kondsfikpeasing-masing negara anggota
G20. Langkah-langkah kebijakan yang disepakati ebers diantaranya memperkuat
stabilitas sistem keuangan yang salah satunyangamitigasi risiko-risikodeleveraging,
mendorongdomestic demand dan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan, Kenas
mendorong implementasi konsolidasi fiskal di negagu dengan lebih berorientasi pada
upaya mencapai pemulihan keseimbangan global, Kedilakseimbangan internal maupun
eksternal, demikian negara emerging juga perlu neekot kebijakan pertumbuhan yang
mendukung keseimbangan global dan penciptaan lapdegja.

Selain menghasilkan Los Cabos Action Plan, G20 jugayepakati penguatan fungsi
monitoring dan penilaian terhadap progress dariitben masing-masing negara dalam
menjaga konsistensi dan komitmen masing-masingragga0. Konsistensi komitmen G20
dalam mencapaBrong, Sustainable, and Balanced Growth perlu diselaraskan dengan
“upside scenario”, sehingga komitmen tersebut tiolnjadi hal yang “business as usual”.
Dengan demikian kebijakan yang disampaikan benaaibmenjadi fondasi koordinasi G20

untuk mencapai pertumbuhan yang kuat, berkelanjatamberimbang.

Sebagai bagian dari kesepakatan negara G20 untugiptekan mekanisme evaluasi
atas perkembangan pelaksanaan komitmen-komitmehn wlasing-masing negara G20
sebagaimana dimuat dalam dokumentasi Summit/KTik (@ammunique, Declaration, dan
Action Plan) bahkan sejak Pittsburgh Summit tah0092 maka dihasilkan pulaos Cabos



Accountability Assessment Framework. Mekanisme penilaian akuntabilitas bersandar pada

3 (tiga) pilar yaitu,

1. guiding principle yang mengatur prinsip-prinsip yang mendasari psmyan
penilaian ini. Prinsip utamanya adalah bahwa pip@kentu dalam penyusunan hasil
penilaian akuntabilitas ini tetap berada di tangegara anggota karena metode
penilaian yang digunakan adalah melalui praspsrting atas komitmen yang telah
dilaksanakan serta melalui proses klarifikasonfply and explain approach).
Penggunaan indikator yang terukur juga digunakammkumengevaluasi efektifitas
implementasi kebijakan yang dijalankan.

Penilaian akuntabilitas ini kemudian digunakan oflegara anggota G20 dalam
mengevaluasi kinerjanya masing-masing, baik untulrefleksikan sejauh mana
perkembangan implementasi kebijakan domestiknyanggehnya terhadap
perekonomian global, maupun sebagai perangkat dagak menentukan langkah
kebijakan koordinatif lebih lanjut yang secara kdifeperlu disiapkan dalam forum
G20, melalui proses dialog yang terbuka termastiatiap masukan dan analisa dari
pihak ketiga yang independen (seperti IMF dan asgeninternasional yang relevan)
untuk meningkatkan kredibilitas penilaian ini. Hgnilaian akuntabilitas juga akan
dipublikasikan secara transparan setelah tercagsaigakatan diantara negara G20.

2. adanyapeer review process yang merupakan proses utama dari kerangka pemilaia
ini. Proses yang berlangsung dalam kelompok Kerganework ini difokuskan untuk
menilai apakah anggota G20 sudah memenuhi komitmeneka atas komitmen di
bidang fiskal, moneter/nilai tukar, sektor keuangatan komitmen reformasi
struktural. Proses penilaian akuntabilitas ini akharahkan melalui diskusi yang
teratur dan terstruktur untuk membahas kemajuadmadayp komitmen yang telah
disepakati disetiap pertemuan kelompok kerja Fraonlew

3. adanya mekanisme pelaporan hasil penilaian akuitégbDeputi dan Menteri serta
Gubernur pada pertemuan G20. Dalam hal ini, IMF @lganisasi internasional yang
relevan lainnya berperan penting dalam memberikasukan untuk menjaga
obyektivitas dan kredibilitas dari penilaian tenselMasukan tersebut disampaikan
melalui penyiapan laporan resmi yang memuat kemgpganenuhan komitmen oleh
negara G20 sebelum Summit dilangsungkan dan selgajwntuk dipublikasikan

secara terbuka.
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Accountability Assessment

Dalam Los Cabos Accountability Assessment yang menjadi bagian tidak terpisahkan
dari The Los Cabos Growth and Jobs Action Plan disampaikan bagaimana negara G20
dianggap telah menunjukkan komitmennya terhadagpedstan yang dihasilkan sejak
Pittsburgh 2009. Namun, serangkaian langkah konat#s komitmen tersebut masih
dianggap perlu ditambahkan dalam rangka merespaaissperekonomian yang dinamis dan
tak terduga sebelumnya, misalnya dalam mengatasnalde melebarnya jarak
ketidakseimbangan global. Sebagai contoh, bebenggara maju dianggap telah secara
bertahap mencapai target pengurangan defistit-fo-GDP-ratio) yang disepakati dalam
Toronto Summit dalam upaya melakukan stabilisasnehni, kecuali beberapa negara maju

yang saat ini masih dilanda krisis.

Distribution of unigue commitments Implementation status

o 10 20 30

o

z0 am &0 B0 100

Product market
regulations

Labour market
regulations

Taxation

Human capital

Financial
regulation

Total Hcompleted B Ongoing M Pending

Sumber: OECD (2012)

Demikian juga halnya terkait pelaksanaan refornssiktural, beberapa negara
dianggap telah mengimplementasikan komitmennya rsepenguatan kerangka fiskal
dengan mengadopBiscal Compact oleh negara-negara di kawasan Euro, reformasiktibise
dana pensiun (Italia, Perancis, Inggris, Brazidformasi di pasar tenaga kerja (Brazil).
Implementasi komitmen ini dapat dilihat dalam gamtliaatas. Namun, beberapa kebijakan
terkait reformasi struktural masih perlu dijalankdalam rangka reformasi tata kelola
keuangan publik yang berkelanjutan dan secara gioeadukung upaya penyeimbangan
global, diantaranya reformasi tata kelola fiskalkdiwasan Euro; penyesuaian yang lebih
ambisius terhadap fiskal jangka menengah di Amedd&a Jepang; melanjutkan reformasi di
bidang subsidi di negara-negara seperti India, bexidan termasuk Indonesia; serta
reformasi perpajakan di negara maju dan emergilagdeangka mengurangi distorsi.
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Partisipasi Indonesia dalam kerja sama makroekonomi G20

Indonesia selama ini telah berpartisipasi aktibdapembahasan maupun peer review
proses dari kerja sama makroekonomi di G20, khysudalam kerangka FSSBG. Indonesia
memiliki pandangan bahwa penguatan sistim mongoragmlam implementasi setiap
komitmen menjadi sangat krusial karena dari sisthonitoring tersebut dapat diketahui

progress dari masing-masing negara anggota daldaksa@akan MAP mereka.

Ada beberapa isu kontroversial yang diangkat dgdambahasan Framework di G20
dimana Indonesia belum memiliki pandangan yang,kamtiara lain yang meliputi rencana
penyusunanprinciples for exchange rate and fiscal policy management dalam rangka
meningkatkan disiplin masing-masing negara baikaiekebijakan moneter maupun dalam
hal pelaksanaan kebijakan fiskal. Dalam hal iniomesia menginginkan agar dilakukan
kajian yang lebih dalam dan komprehensif sebelur@ 2netapkan satu kesepakatan baru

yang akan mempengaruhi pelaksanaan proses mogitorpilementasi MAP.

Namun demikian, bagi Indonesia dilakukannya peregpgenyampaian update
national policy untuk Framework (MAP) sangat pegtisehingga proses untuk melakukan
assessment dan selanjutnya perbaikan data dareupftaimasi perkembangan terbaru dari
negara anggota dapat dilakukan. Dalam hal ini, Hadionesia, peranan IMF untuk
melakukan koordinasi secara efektif akan sangat mmato negara anggota G20 untuk
memenuhi tenggat waktu penyampaian disertai delkgahtas data yang standar dengan

seluruh negara anggota G20 lainnya.

Indonesia dalam forum G20 juga dipandang sebaggama yang secara tegas
mendukung penugasan kepada IMF untuk menyiafgaiainability report yaitu menilai
secara khusus tujuh negara anggota yang dipandaegilikih dampak sistemik bagi
perekonomian global. Ketujuh negara tersebut yaAiherika Serikat, RRT, India, Jepang,
Inggris, Perancis dam Jerman. Pemilihan ketujuhargegistemik ini dilakukan dengan
melihat ukuran PDB dalam skala global dan juga pargyang ditimbulkan negara-negara

tersebut terhadap banyak negara lain apabila tggedtangan di ekonomi domestik.

Disamping itu, Indonesia juga mendukung dilakukaseasment khusus kepada
ekonomi kawasan Euro melihat pengaruh besar dasatkan wilayah ini terhadap

perekonomian global. Hanya dalam praktek selama nmengingat tidak semua negara

12



anggota dalam kawasan Euro (Eurozone) yang meradiki mata uang bersama adalah juga
anggota G20, maka assessment untuk pelaksanaatimemoleh kawasan Euro belum dapat
dicapai secara lebih optimal, dibandingkan denga&gara-negara anggota lain yang

individual.

Secara lebih spesifik, Indonesia menginginkan #§20 tetap memberikan fokus
yang tinggi kepada implementgsilicy commitment yang telah disepakati baik dalam KTT
Cannes maupun KTT Los Cabos, bahkan seluruh komitry@ng telah disepakati
sebelumnya. Dalam mendukung sasaran ini, Indomesmandang penting agar penyusunan
national policy template harus terus dilaksanakan dengan tambgieéiny commitment yang
dipandang perlu, mengingat MAP adalah usulan koemtoleh negara anggota G20.

Komitmen Kebijakan M akroekonomi Indonesia

Terkait penyampaian data dan informasi ke G20kuktimitmen pencapaian tujuan
pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, Indormesiambagi submisi ke dalam empat

bagian sesuai template yang disiapkan oleh G2fy:yai

* Dalam hal komitmen di bidang fiskal, Indonesia s#aini telah menyatakan akan
menjaga secara konsisten defisit fiskal yang renddawah angka 3%) dan rasio
utang terhadap PDB yang menurun. Hal ini dapat kddan dengan cara
meningkatkan potensi sumber pembiayaan domestikk berkait kebutuhan
pendanaan pembangunan maupun dalam rangka pelaks&ehijakan stimulus
fiskal. Disamping itu, Indonesia juga secara kdesis meningkatkan proses
perumusan dan efektivitas belanja pemerintah tarknagang terkait dengan
mekanisme subsidi maupun untuk meningkatkan ksaligdanja modal. Lebih jauh,
komitmen di bidang fiskal juga diarahkan kepada impghatan kualitas
penyelenggaraan desentralisasi fiskal dalam rangkadukung efisiensi belanja dan

mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dembang di seluruh wilayah.

* Di bidang kebijakan moneter dan nilai tukar, dalpemyampaian komitmen kepada
G20, Indonesia selama ini terus melanjutkan beibagaya untuk meningkatkan
kualitas kebijakan di bidang nilai tukar disertandan implementasi policy mix yaitu

kebijakan moneter dan makroprudential dalam rangkengelola inflasi yang
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terkendali serta mengurangi volatilitas nilai tukewjuan dari pelaksanaan kebijakan
moneter tersebut yaitu untuk dalam jangka menemgahcapai target penurunan
tingkat inflasi sehingga sejajar dengan level Biftd tingkat regional. Disamping itu,
Indonesia terus berusaha untuk mengelola dengdn diagan modal yang masuk

dalam rangka stabilitas makroekonomi sebagai furedidah pertumbuhan ekonomi.

Terkait komitmen di bidang kebijakan sektor keuamdaaik perbankan dan non-
perbankan, Indonesia menekankan pada penguatakupacumodal bagi perbankan
dalam rangka memperkuat likuiditas sektor perbarganngga memenuhi ketentuan
standar internasional. Hal ini juga sejalan dengebijakan untuk menyelesaikan
implementasi Basel Il dan mulai mendalami peneraBasel Il terkait standar

likuiditas perbankan. Disamping itu terkait kekga di bidang non perbankan,
Indonesia telah menyatakan komitmen ke G20 untuknpeekuat stabilitas sistim

keuangan melalui pengesahan UU Jaring Pengamam#a&uaang bertujuan untuk
meletakkan fondasi yang kuat dalam rangka koordipascegahan krisis ekonomi

dan keuangan di masa mendatang.

Dalam kaitan penyampaikan komitmen di bidang im@etasi reformasi struktural,
Indonesia telah menyatakan akan terus melaksanakéormasi administrasi
perpajakan untuk mendukung iklim usaha dan invesakaligus memfasilitas
pembiayaan perdagangan. Lebih jauh, Indonesia ogayatakan komitmen untuk
mempercepat pembangunan infrastruktur melalui dgdmnterlaksananya sistim
Kemitraan Publik dan Swasta dalam pembiayaan inédasir. Tindakan yang
dilakukan antara lain melalui peningkatan kualiteegulasi khususnya untuk
mengurangi masalah bottleneck, serta dalam janggams mendorong penurunan
tingkat kemiskinan, penciptaan lapangan kerja datupsan kegiatan usaha ekonomi

termasuk kepada kelompok masyarakat yang kurangponam

Langkah Ke Depan

Terkait langkah ke depan dalam kerja sama makragkordi G20, Indonesia

sebaiknya mengusulkan agar cara pandang sebagianrmgara di dunia terkait krisis yang

terjadi saat ini dapat berubah. Cara pandang kamweal dimana faktor ekonomi tradisional

sebagai penyebab terjadinya krisis harus diperbdeini dalam hal ini negara maju harus

menerima kenyataan bahwa poros ekonomi dunia saa¢lah bergeser. Oleh karenanya
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perlu dirumuskan koordinasi makroekonomi yang mdegankan norma-norma baru, yang
bercirikan pembahasan agenda ekonomi global tiggikdilakukan secara satu arah (negara
maju mendikte negara berkembang). Dalam kaitan seiting dengan semakin kuatnya
kecenderungan perekonomian bergeser menjadi mialtjpunaka pembahasan agenda global
juga harus dilakukan dengan mengakomodasi negaeagerg dalam perumusan kebijakan

di tingkat global dengan tingkat kepentingan yaetgH sejajar.

Oleh karenanya Indonesia dapat mengusulkan kepad@ agar diciptakan
mekanisme koordinasi makroekonomi dengan memp&dmatkepentingan semua negara,
tanpa negara maju merasa lebih superior terkaitepahan komitmen mereka untuk
mendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjpeggan tingkat kepercayaan di
masing-masing negara anggota G20 yang beragam asedldbat kondisi krisis saat ini,
seharusnya G20 masih tetap dapat berperan sebatai penggerak ekonomi dunia. Hal ini
dapat dicapai tidak saja karena didukung oleh lsbeissi implementasi komitmen oleh
negara maju, juga dukungan reformasi dan perbaiemar domestik di negara emerging

akan sangat penting dalam rangka mengurangi kegdakangan global (Indrawati, 2012).

Indonesia juga dapat terus menyuarakan agendaladsaru untuk menjadi pokok
bahasan (mainstreaming) di pembahasan Framewosdtaatdin dalam hal pembiayaan
infrastruktur. Dalam hal ini, G20 dipandang mammtuk mendeliver komitmen yang
disepakati karena efektivitas mekanisme yang dikgot di dalamnya. G20 tidak perlu lagi
dilihat sebagai sebuah forum yang memiliki keanggotyang beraganbdlance of member
states). Disini G20 dituntut untuk mampu mengedepankaktgfitas masing-masing negara
anggota dalam mencapai komitmen sesuai dengarpkesdan karakteristik ekonomi, tidak
hanya efektivitas G20 sebagai sebuah kelompok gmmumegara maju dan negara
berkembang. Oleh karenanya dalam rangka mempekkoadlinasi makroekonomi tersebut,
perlu ditingkatkan konsultasi informal di antaragae-negara anggota, khususnya terkait
isu-isu baru yang dibicarakan di Framework, antaia pembiayaan infrastruktur dan
peningkatan konsolidasi fiskal dalam jangka panj&engan begitu, G20 akan tetap menjadi
forum utama ekonomi global yang mampu memberikalussdidak saja bagi negara

anggotanya namun juga bagi banyak negara lainrdadu
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Penutup

Tulisan ini memaparkan proses pelaksanaan kerja saakroekonomi di forum G20,
yang dengan tujuan untuk mencapai sebuah kerangkangbuhan ekonomi yang kuat,
berkesinambungan dan berimbang. Kerangka ini diteahkan dalam sebuah mekanisme
yang disebut sebagai mutual assessment processandalinsetiap negara anggota

menyampaikan komitmen kebijakan mereka di masa atand.

Indonesia selama ini telah menunjukkan peran aldifam pembahasan isu-isu
makroekonomi global, dan telah menyampaikan sejumtamitmen penting terkait
kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan dankgal@aan reformasi struktural. Indonesia
kedepannya dapat memainkan peran yang lebih sgnifiagi tidak saja untuk mendukung
kepentingan nasional dan program-program reforstasktural di dalam negeri, namun juga
dalam rangka mendukung kepentingan negara berkeibanyang tidak menjadi anggota
G20. Indonesia akan dipandang konsisten dengas teanyuarakan usulan-usulan yang
mampu meningkatkan kapasitas negara berkembantanea dalam hal peningkatan kualitas

kebijakan ekonomi.
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